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BAB I 
 

                      PENDAHULUAN 

 

1.1 Penjelasan Umum Organisasi 
 

      Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
 

2017, serta diturunkan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota 

Pematang Siantar, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang 

selanjutnya disingkat Badan KesbangPol sebagai Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) di bawah Walikota Pematang Siantar yang mempunyai tugas dan 

kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan 

mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum. 
 

Keberadaan OPD di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sangat strategis 

dalam membangun, menjaga dan memelihara serta menumbuhkembangkan 

wawasan kebangsaan, sekaligus menjadi penggerak dinamika masyarakat yang 

demokratis sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan 

dengan lancar berkesinambungan dan terciptanya iklim sejuk bagi masyarakat di 

Kota Pematangsiantar. 
 

Dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman 

diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, adanya upaya pembangunan dan 

pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, maupun pengelolaan 

penanganan Kamtibmas yang menjamin terlindunginya sendi kehidupan masyarakat 

dari ancaman dan konflik. 

Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Kepala 

Daerah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Bina Ideologi Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang 

Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan. 

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan tugas tersebut, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar sesuai dengan Peraturan 

Walikota No.5 Tahun 2017 mempunyai  Fungsi sebagai berikut : 



           

 penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 

a. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota, 

dan keputusan walikota; 

b. pelaksanaan pengembangan kapasitas satuan polisi praja yang meliputi 

pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja polisi 

pamong praja; 

 

c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan 

tugas yang telah ditetapkan; 

 
d. pelaksanaan pengamanan pimpinan pemerintah daerah beserta 

lingkungan kerjanya; 

 
e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, 

keuangan, kepegawaian perlengkapan/ perlengkapan. 

 
1.2  Aspek Strategis Organisasi. 

             Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar didukung oleh para 

pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Kepala Badan, 

Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Jabatan Fungsional dan Staf. Jajaran komponen 

beserta unit satuan kerja tersebut dapat diuraikan di bawah ini. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar, Susunan Organisasi Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar terdiri atas : 

 

1.   Kepala Badan, membawahi; 

 

a. Sekretaris Badan,  membawahi; 

 

.-  Ka. Sub Bagian Tata Usaha. 
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b. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa. 

 
c. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. 

 

d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. 

 

e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan 

Organisasi Kemasyarakatan. 

 
f. Kelompok Jabatan Fungsional 

 
 

     Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Badan Kesbangpol Kota 

Pematangsiantar ditopang dengan jumlah ASN sebanyak 19 orang yang 

dibagi sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dengan Job 

Description yang ada . 

 

 

Tabel 1.2.1 
 

Klasifikasi Pendidikan Formal ASN Badan Kesbangpol Kota 

Pematangsiantar adalah sebagai berikut : 

 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 
   

1 S2 4 Orang 
   

2 S1 9 Orang 
   

3 D3 2 Orang 
   

4 SLTA 4 Orang 
   

5 SD - Orang 
   

 Jumlah 19 Orang 
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Tabel 1.2.2 
 

Pembagian Tugas (Job Description) yang ada di Badan Kesbangpol 

Kota Pematangsiantar yang menduduki posisi : 

NO JABATAN 

JUMLAH KETERANGAN 

1  Kepala Badan 1 Orang Eselon II.b 

2  Sekretaris 1 Orang Eselon III.a 

3  Ka. Bidang 4 Orang Eselon III.b 

4  Kasubag 1Orang Eselon IV.a 

5  Jabatan Fungsional 4 Orang  

6  Pelaksana 8 Orang  

Jumlah Keseluruhan 19 Orang  

 

 
 

Tabel 1.2.3 
 

Susunan Golongan ASN Badan Kesbangpol Kota Pematangsiantar : 
 

NO  GOLONGAN  JUMLAH  
      

1.  Golongan IV  6 Orang  
       

2.  Golongan III  9 Orang  
       

3.  Golongan  II  4 Orang  
       

4.  Golongan I   -  

      

  Jumlah  19 Orang  
       



 
 

Tabel 1.2.4 
 

Jumlah Aparatur Sipil Negara  berdasarkan gender sebagai berikut : 
 

 

NO 
 

Jenis Kelamin 
 

JUMLAH 

1  Laki – Laki 12 orang 

2  Perempuan 
 

7 orang 

Jumlah 
 

19 Orang 

 
 
 

Tabel 1.2.5 

Petugas   Tenaga   Harian   Lepas   Badan Kesbangpol Kota 
Pematangsiantar:      
    

NO  URAIAN  JUMLAH  
      

1.  THL  7  Orang  
      

  Jumlah  7 Orang  

       

       



 
 IR. ALI AKBAR  

NIP. 19670923 199303 1004 

 
ARI K. UMASTUTI, SP, MM 
NIP. 19740309 200502 2003 

 
 

NANNI ROHTIARNI SITEPU, S.Sos  
NIP. 19700315 199803 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JANSARDEN DAMANIK, S.STP, M.Si 
NIP.19790128 199810 1001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JHON RINALD SEMBIRING, SE 
NIP.19720309 200604 1009 

 
 
 

Rolan Ompusunggu 
NIP. 197512242007011001 

 
AHMAD PASARIBU 
THL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ir. IFONNE DONNY SIREGAR 
NIP. 196904251993022001 

 

 
Leonardo H. Simanjuntak, SH.M.Hum 
NIP. 197002141994031005 

 
 

 
Dermawan Rommer Siallagan,SAP 
NIP. 197911062005021004 

 
Jan Warinson Sumbayak, SE 
NIP. 197501092006041007 

 
 

Laidin Purba, SE 

NIP. 197604152006041017 

 
 

Imlek Pandapotan Sinaga, SE 
NIP. 197802082006041003 

 
 

Jonny S. Tampubolon,SE 
NIP. 196704222007011002 

 
Rosmala Idawaty Manurung, SE 
NIP. 197201192007012004 

 
Nikmah Siregar 
NIP. 196601211989032002 

 
 Julita Girsang, A.Md 

 NIP. 197507092009012005 

 Refi Agustini Lestari, Amd 

 NIP. 197608092006042005 

 PANCA SATRIA 

 THL 

 IKA FITRIYANI SIMARMATA 

YUSRI EDWIN DAMANIK, SH, MH 
THL 

 

NIP.19690820 198903 1004 
KARTIKA JULIYANTI  

 THL 

Heryanto PUTRI SRI WANI 

NIP. 197305052007011008 PANGGABEAN - THL 

Handoko Saputro 
MUHAMMAD IQBAL 

MAULANA - THL 
NIP. 197909062007011003  

NATALIN TAMBUNAN  
THL  

 
 
 
 

Pematang Siantar, 

 
Kepala Badan Kesbang Pol  
Kota Pematang Siantar 

 
 

Ir. ALI AKBAR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670923 199303 1004



 
 
 

 

1.3 Permasalahan Utama ( Strategic Issue ). 

 

Stabilitas politik dan keamanan di Kota Pematangsiantar cenderung baik dan 

dinamis. Hal ini berdampak pada penurunan gangguan keamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan masyarakat, adanya kebebasan berpolitik dan memberi pendapat di depan 

umum oleh setiap warga masyarakat. 

 

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, 

diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan, keagamaan, ketertiban daerah, 

memberikan suasana aman bagi seluruh warga, mengembangkan strategis 

pengamanan daerah, pengembangan wawasan kebangsaan dan ipoleksosbud, 

peningkatan penegakan dan kepastian hukum serta meningkatkan rasa nasionalisme 

kebangsaan. 

 

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar yang berkaitan dengan pelayanan 

kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 

permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang 

Siantar sebagai berikut : 

 

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 
 
 

Permasalahan : 
 

1. Minimnya anggaran yang ditampung dalam kegiatan penguatan Idiologi kepada 

pelajar di Kota Pematangsiantar 

2. Belum tersosialisasikan dengan baik proses seleksi Paskibraka Kota 

Pematangsiantar. 

  3  Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani kegiatan bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Badan KesbangPol Kota Pematangsiantar. 

 
Solusi : 

 
1. Mengusulkan tambahan dana kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 

Pemerintah Kota Pematang Siantar. 
 

2. Mengikutsertakan ASN KesbangPol  dalam mengikuti Diklat dan Bimtek. 
 

3. Mengusulkan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia kepada Pemerintah 
Kota Pematang Siantar melalui BKPSDM. 
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Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui 
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. 

 
Permasalahan : 
 
1. Nilai bantuan Hibah kepada Partai Politik masih dianggap rendah (bila dibandingkan 

dengan Daerah lain di Provinsi Sumatera Utara) sehingga program Partai Politik 
belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana Parpol. 

 
2. Pengurus Partai Politik belum memahami dengan baik terkait dengan waktu 

pertanggungjawaban dana bantuan parpol yang telah diterima dari Pemerintah 
Daerah. 

 
3. Keterlambatan Pemberian Dana Hibah untuk Instansi penyelenggara Pemilu Tahun 

2024 di Kota Pematangsiantar. 
 

Solusi : 
 

1. Melakukan komunikasi dengan pengurus Partai Politik terkait dengan kemampuan 
keuangan daerah yang sangat terbatas. Dan untuk tahun 2024 anggaran bantuan 
Parpol dinaikkan menjadi 8.123. 
 

2. Menghimbau kepada pengurus Partai Politik untuk mempercepat proses pencairan 
bantuan keuangan bagi Partai Politik serta menyurati pengurus Parpol agar 
menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan penggunaannya sesuai 
dengan peraturan. 
 

3. Menyurati Instansi Penyelenggara Pemilu di Kota Pematangsiatar agar segera 
melengkapi berkas pencairan dana hibah. 

 
 

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya. 

 
Permasalahan : 
 
1    Penanganan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan   P4GN 

belum maksimal di Kota Pematangsiantar. 
 
2 .  Kurangnya SDM dalam menangani masalah P4GN pada Badan Kesatuan Bangsa  

dan Politik Kota Pematangsiantar. 
 

3    Kurang optimalnya kerja dari Tim Terpadu P4GN di Kota Pematangsiantar. 
 

4.   Belum adanya tindak lanjut Pemerintah Daerah setelah terbentuknya Relawan Anti   
Narkoba di 33 Kelurahan. 

 
Solusi : 
 
1. Untuk lebih intensif melakukan koordinasi dan konsultasi tentang masalah P4GN 

kepada masing-masing OPD, Instansi Vertikal di Kota Pematangsiantar 
 

2. Bermohon kepada kepala BKPSDM Kota Pematangsiantar untuk menambah 
jumlah staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar 

. 
3. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Kota Pematangsiantar guna 

dapat menampung dana kegiatan Tim Terpadu P4GN Kota Pematangsiantar 
 

4. Mengajukan usulan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera 
Utara untuk menampung dana kegiatan Relawan Anti narkoba di Kota 
Pematangsiantar. 
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Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan 
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 
 
Permasalahan : 
 
1. Fasilitasi Pengembangan dan sistem antisipasi potensi konflik di daerah belum 

maksimal. 
 

2. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Kecamatan 
sudah dilaksanakan namun belum berfungsi secara maksimal. 
 
 

3. Belum dapat melaksanakan rapat koordinasi Forkopimda  secara berkala dan 
berkesinambungan sesuai dengan isu politik dan keamanan yang berkembang di 
tengah-tengah masyarakat apalagi menjelang tahun politik Tahun 2024. 
 

4. Minimnya anggaran di kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah sehingga kegiatan 
tidak dapat dilaksanakan. 

 

Solusi : 

1. Melakukan sharing dan koordinasi dengan OPD terkait guna menciptakan 
sinergitas yang baik 
 

2. Melakukan pemantauan dan supervisi ke Kecamatan terkait dengan tugas dan 
tanggungjawab dari FKDM yang telah terbentuk di Kecamatan walaupun belum 
didukung dengan anggaran yang memadai. 
 
 

3. Perlu ditampung anggaran guna dapat melaksanakan rapat koordinasi secara 
berkala dan berkesinambungan sebagai sarana koordinasi bagi anggota 
Forkopimda dengan Instansi vertikal lainnya. 
 

4. Perlu ditampung anggaran untuk kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah 
sehingga kegiatan dapat terlaksana. 

 
 
 
 

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 
 
 
Permasalahan : 
 

 

1. Masih ada Organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami administrasi 

pengurusan surat Tanda lapor dari Pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar.. 

 

2. Masih ada Pengurus Ormas yang belum memahami dengan baik bentuk proposal 

dan proses pengajuan Dana Hibah. 

 

3. Masih kurangnya kesadaran dari Ormas untuk mengurus/memperpanjang Surat 

Tanda Lapor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar, 

menyampaikan perubahan SK Kepengurusan dan perubahan alamat Sekretariat 

Ormas. 
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4. Tidak terfasilitasinya semua ormas yang telah mengurus tanda lapor untuk 

mengikuti Sosialisasi tentang aturan dan peraturan Ormas. 

 

   5. Tidak semua Organisasi Kemasyarakatan yang diberikan Bantuan Dana Hibah 

oleh Pemerintah Daerah. 

 

6. Kurangnya kegiatan FGD guna mensosialisasikan peraturan tentang Ormas, 

Bantuan Hibah dan Pengurusan Surat Tanda Lapor 

 

Solusi : 

1.   Memberikan Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan baik secara langsung 

maupun melalui forum FGD yang telah mengurus tanda lapor ke Pemerintah Kota 

Pematangsiantar. 

 

2. Membuat rekomendasi memberikan Bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah 

kepada ormas. 

 

3. Melakukan komunikasi dengan pengurus Ormas untuk mengurus Kembali Surat 

Tanda Lapor yang telah habis masa berlakunya. 

 

4. Melakukan komunikasi dan memberikan pengertian kepada Pengurus Ormas 

bahwa anggaran tidak memadai untuk menfasiltasi semua pengurus ormas guna 

mengikuti sosialisasi. 

 

5. Mengajukan penambahan anggaran untuk dapat memfasilitasi kegiatan sosialisasi 

bagi Organisasi Kemasyarakatan. 

 
 

6. Pengusulan untuk penambahan anggaran agar dapat menyelenggarakan FGD 

bagi Ormas minimal 2 kali setahun. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       
             
             
             
             
                                  



 

 
 

BAB II 

 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah yang berada di lingkungan pemerintah Kota Pematangsiantar, 

berkewajiban untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota 

Pematangsiantar dalam mewujudkan Visi Kota Pematangsiantar, yaitu “ Terwujudnya 

Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.” 

 

Untuk melaksanakan Visi tersebut, dituangkan kedalam Misi. Misi dimaksud adalah 

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk 

mewujudkan Visi ” Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.”, maka 

ditetapkan Misi sebagai berikut : 
 

1. Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais, dan 

beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas. 

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan,dan 

kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata, serta membentuk 

masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat 

pelayanan dasar sesuai dengan standart. 

 
2. Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha 

perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan 

yang terdampak masa pandemic dan atau pasca pandemic Covid 19. Pertumbuhan 

ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya 

sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

 
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif 

melayani berdasarkan good governance dan coorporate governance. Bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan 

penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan 

pelayanan yang professional. 
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4 Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub 

pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara. 
 

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat 

perdagangan dan jasa di Provinsi sumatera utara dengan mengoptimalkan potensi 
 

unggulan daerah. 
 

5. Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, 

keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan. 
 

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan 

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang 

berwawasan lingkungan berkelanjutan. 

 

2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja. 

 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian 

perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja. 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel pada hasil, perlu diadakan perjanjian kinerja pada Badan KesbangPol 

Kota Pematang Siantar sebagai berikut : 

 

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

  

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1    Angka Konflik SARA 0 

  2 Meningkatnya pemahaman Rasio masyarakat yang 700 Orang/17.5 % 
 masyarakat tentang nilai-nilai mendapatkan penguatan  

 persatuan dan kesatuan Ideologi Pancasila dan  

 bangsa . karakter kebangsaan.  
 
 

NO. PROGRAM ANGGARAN  

1 

Program Penunjang Urusan    

Pemerintah Daerah Kabupaten/  
Kota 

   3.163.357.900 

 

 Program Penguatan Ideologi   

2 Pancasila dan Karakter 985.414.514  

 Kebangsaan .   

   

   

   



 Program Peningkatan Peran Partai  

 Politik dan Lembaga Pendidikan  

3 melalui Pendidikan Politik dan                855.685.179 

 Pengembangan Etika serta Budaya  

 Politik.  

4  Program Pemberdayaan dan                  17.849.672 

 

Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan  

 Program Pembinaan dan  

 Pengembangan Ketahanan  

5 Ekonomi, Sosial, Budaya.                 41.124.182 

    

 Program Peningkatan Kewaspadaan  

6 
Nasional dan Peningkatan Kualitas 
dan Fasilitasi Penanganan Konflik                83.204.222 

  Sosial.  
    
 
 
 

Program dan Kegiatan. 
 

Dalam mencapai tujuan dan sasaran ditetapkanlah  Strategi  beserta Program 
dan Kegiatan. 

 

Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut 
: 

 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. 
 

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 
 

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 
 

- Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

 

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 
 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 
 

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
 

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. 
 

- Perumusan Kebijkan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. 

 
 

- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum 

Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. 

 

 

d.    Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 
 

-   Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan       

dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 

 

 

e.    Program   Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan 
 

         Budaya. 
 

-  Perumusan Kebijakan Teknis 

 

dan 

 

Pemantapan 

 

Pelaksanaan 

 

Bidang 

  Ketahanan Ekonomi, Sosial  dan  Budaya. 

 

  

f.     Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 
 

          Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 
 

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. 

 

2.2  Indikator Kinerja Utama ( IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah ukuran  

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan KesbangPol sebagaimana 

tertuang dalam Renstra Badan KesbangPol Tahun 2022-2027. 

Indikator Kinerja Utama  merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dalam menetapkan rencana kinerja  

 

 

 



 

tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan 

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian 

kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keatuan Bangsa 

dan Politik Kota Pematangsiantar. 

Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kota Pematangsiantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar. 

Indikator Kinerja Utama Badan KesbangPol pada tahun 2023 seperti yang 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini adalah “ Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan 

Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan” sebesar 700 Orang atau 

17,5 %. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Badan KesbangPol melakukan kegiatan pembinaan 

Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada pelajar SMP dan SMA  

berupa kunjungan ke sekolah-sekolah. Target pelajar SMP dan SMA yang mendapatkan 

pembinaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah 17,5 % dari 

40.000 pelajar SMP dan SMA, atau   sebanyak  700 Orang. 

 

 



 

       INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) BAKESBANGPOL 

PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017-2022 

               
     Kondisi      Target   Kondisi 
 

No

. 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja Awal  Formula Perhitungan Capaian 

     

Akhir       
  

Utama Renstra 
 

IKU 
 

2023 2024 2025 2026 2027 Renstra       

     

( 

2022 

)          
              

 1. 
Meningkatny
a 

Rasio 
masyarakat 

300 
orang /  Jumlah penduduk yang  700 orang 750 orang 800 orang 850 orang 900 orang 900 orang 

  pemahaman 

yang 

mendapatka

n 

7.5

%  mengikuti penguatan  /17,5 % /18,75 % /20 % /21,25 % /22,50 % /22,50 % 

  
masyarakat 
tentang 

penguatan 
Ideologi   ideologi x 100%       

  nilai - nilai 

persatuan 

Pancasila 

dan 

          

    Jumlah 100.000        

  
dan kesatuan 

bangsa 

Karakter 

Kebangsaan   penduduk (10% dari        

       jumlah pelajar SMP dan        

       SMA 40.000 orang )        
               

 
 

             
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB III 
 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 
 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi. 

 

Capaian kinerja organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang 

telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang 

diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pegukuran kinerja. 

 

Untuk perhitungan persentase capaian kinerja Badan KesbangPol Kota Pematang 

Siantar digunakan rumus berikut : 

 

  Persentase Pencapaian Kinerja  = Realisasi   x 100 %  
       

    Rencana  
       

  Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2014  tentang  Pedoman Evaluasi Reformasi  

Birokrasi Instansi Pemerintah ditentukan interval nilai realisasi kinerja yang  

ditunjukkan dalam table berikut :     

   Tabel 3.1.1  

       

No. Kategori Nilai   Komponen  

   (Angka)     
       

1 AA >90  -100   Istimewa  
       

2 A >80  -90   Memuaskan  
       

3 BB >70  - 80   Sangat Baik  
       

4 B >60 - 70   Baik, perlu sedikit perbaikan.  
       

5 CC >50 - 60  Cukup ( memadai ), perlu banyak perbaikan  

      yang tidak mendasar  
       

6 C >30 - 50  Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan  

     perubahan yang sangat mendasar.  
       

7 D >0-30  Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan  

     perubahan yang sangat mendasar.  
        

      



3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 
 

Untuk mengetahui persentase capaian kinerja Badan KesbangPol Kota Pematang Siantar Tahun 2023 

dapat dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja denga Target Kinerja seperti terlihat pada 

Tabel berikut: 

Tabel 3.1.1 

 

NO. 
SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

1 2 3 4 5 6 

1 _   Angka Konflik SARA 0   

  2 
Meningkatnya 
Pemahaman 

Rasio Masyarakat Yang 
700 Orang/17.5 

% 
700 

Orang/17.5 % 
100 % 

 

Masyarakat tentang 
Nilai-Nilai 

Mendapatkan 
Penguatan  

  

 

Persatuan dan 
Kesatuan 

Ideologi Pancasila dan  
  

 Bangsa . Karakter Kebangsaan.    

 
 
Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2023 

pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Sasaran Strategis :  

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Target  700 Orang / 

17,5 %  dan Realisasi 700 Orang , dengan demikian Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 100 %. 

 
 
 



 
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

 
Capaian kinerja dari Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Pematangsiantar Tahun 2023 serta perbandingannya dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

 

Tabel 3.1.2 

 

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023 

 

NO
. 

SASARAN 
INDIKATOR 

2021 
  

2022 
 

2023 

 
STRATEGIS 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

1 

  Meningkatnya 
  Pemahaman 
Masyarakat 
Tentang Nilai-
Nilai 
Persatuan dan 
Kesatuan 
Bangsa. 

Rasio 
Masyarakat 
Yang 
Mendapatkan 
Penguatan 
Ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan. 

_ _ _ 
300 

Orang/ 7,5 
% 

750 Orang 250 % 

k700 Orang/17,5 % 

 

700 
Orang/17,5 

% 
100 % 

  
Persentase Capaian 
Kinerja     

  
100 % 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis Tahun 2021, 2022, 2023 pada tabel diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

Sasaran Strategis . 

 

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan 

bangsa, Tahun 2023 target  sebesar 700 Orang /17,5 % dan realisasi 700 Orang , dengan 

demikian Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 100 %. Pada Tahun 2022 target sebesar 

300 Orang/ 7,5%  Realisasi 750 Orang, dengan demikian Capaian Kinerja Tahun 2022 

sebesar 250% Pada tahun 2021 Capaian Kinerja untuk sasaran strategis ini tidak ada, 

disebabkan adanya perubahan sasaran strategis dari tahun 2021 dengan sasaran strategis 

tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 Badan Kesbangpol melaksanakan program dan 

kegiatan berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja, pada Perubahan Perjanjian Kinerja 

Sasaran Strategis Badan KesbangPol mengalami Peubahan, dengan demikian Capaian 

kinerja tidak dapat dibandingkan antara tahun 2021 dengan tahun 2022, apakah 

mengalami kenaikan atau mengalami penurunan 

 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Persentase Capaian Kinerja Badan 

KesbangPol Kota Pematangsiantar dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami penurunan 

yaitu dari 250% menjadi 100%. 

 

3.1.3  Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Serta Alternatife Solusi Yang    

Telah Dilakukan. 

 

Dalam mewujudkan realisasi dan capain kinerja yang sesuai dengan indikator 

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pematangsiantar tahun 2023 dipengaruhi 

beberapa faktor, baik yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja maupun 

yang menyebabkan adanya kegagalan dalam pencapaian target kinerja. 

 

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah : 

 

1. Adanya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang dapat diandalkan dimana dalam setiap 

pelaksanakan program dan kegiatan dapat bekerjasama dan berkoordinasi baik 

sesama aparatur maupun dengan Instansi vertikal lainnya dan dengan beberapa Tim 

seperti : berkoordinasi dengan Tim Penanganan Konflik Sosial dan Forum 

Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pematangsiantar,. 

2. Tersedianya jumlah aparatur yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program 

kerja di Badan KesbangPol Kota Pematangsiantar. 

3. Adanya kualitas Aparatur yang cukup baik dilihat dari tingkat pendidikannya ( 

berpendidikan SLTA, S1, S2 ) 

4. Adanya Struktur Organisasi yang cukup jelas pembagian tugas dari masing-masing 

bidang. 
 



5. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam setiap pelaksanaan program 

dan kegiatan seperti : adanya kendaraan roda 2 dan roda 4, komputer dan personal 

computer, cctv, dan lain sebagainya. 

 

Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian target kinerja adalah : 

 

1. Tidak maksimalnya dana untuk mendukung Program dan Kegiatan di salah satu 

bidang. 

 
2. Dalam   pelaksanan  beberapa  kegiatan  tidak  dianggarkan  biaya  untuk  honor/ 
 

Bantuan transportasi kepada peserta. 

 

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. 

 

Alternatif Solusi Dalam Mencapai Target Kinerja :. 

 

1 Mengusulkan tambahan dana kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 

Pemerintah Kota Pematang Siantar. 

 

2. Mengusulkan kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk mengakomodir biaya 

honor/ bantuan transportasi kepada peserta. 

 

3. Mengusulkan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia kepada Pemerintah 

Kota Pematang Siantar. 

 

3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. 

 

1.  Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia. 

 

Jumlah Sumber Daya Manusia mengalami penurunan di tahun 2023 akibat 

adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun sementara di lain sisi 

penerimaan pegawai tidak ada . Namun demikian dengan jumlah pegawai yang ada 

dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

 

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 

 

Efisiensi anggaran berkaitan erat dengan konsep produktivitas . 
 

Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 

dinyatakan bahwa efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum 

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai 

keluaran tertentu. 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementrian Negara Lembaga, disebutkan Pengukuran Efisiensi dapat dilakukan 
 



dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran 

sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya . 

 

Dengan demikian, Efisiensi Anggaran Belanja dapat dihitung dengan rumus.  
 
 
 

 

Efisiensi  =   Target  -  Realisasi x 100 % 
   

 

Target 
 
 
 

 

 Tabel 3.1.4  

Interval nilai Persentase  Efisiensi  Anggaran adalah sebagai berikut : 
   

No Persentase Efisiensi Anggaran Nilai 

   

1 >90 % Sangat Baik 

   

2 >80% -90% Baik 

   

3 >60%-80% Cukup 

   

4 >50%-60% Kurang 

   

5 ≤50 % Sangat Kurang 
   

 
 
 
 
 

3.1.5  LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA ) TAHUN 2023 

 

Uraian Urusan, Organisasi, 
Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

Kelompok Belanja 

Operasi Modal 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

2 3 4 5 6 

UNSUR PEMERINTAHAN 
UMUM 17.684.723.197 17.487.396.062,00 284.800.000 284.077.900,00 

KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK 17.684.723.197 17.487.396.062,00 284.800.000 284.077.900,00 

BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK KOTA 
PEMATANG SIANTAR 17.684.723.197 17.487.396.062,00 284.800.000 284.077.900,00 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.996.290.707 2.887.806.912,00 284.800.000 284.077.900,00 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 15.647.913 13.534.030,00 0 0,00 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 6.993.143 6.433.670,00 0 0,00 

Belanja Barang dan Jasa 6.993.143 6.433.670,00 0 0,00 

Belanja Barang 3.713.143 3.293.670,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 3.713.143 3.293.670,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.306.497 1.063.380,00 0 0,00 



Kantor 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 848.866 820.290,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.557.780 1.410.000,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 3.280.000 3.140.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 3.280.000 3.140.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000 3.140.000,00 0 0,00 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 8.654.770 7.100.360,00 0 0,00 

Belanja Barang 2.558.770 2.334.360,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 2.558.770 2.334.360,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 1.360.640 1.211.010,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 619.370 593.850,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 578.760 529.500,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 0 0,00 0 0,00 

Belanja Jasa 6.096.000 4.766.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 6.096.000 4.766.000,00 0 0,00 

Belanja Lembur 6.096.000 4.766.000,00 0 0,00 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 2.212.442.751 2.168.631.495,00 0 0,00 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 2.212.442.751 2.168.631.495,00 0 0,00 

Belanja Pegawai 2.212.442.751 2.168.631.495,00 0 0,00 

Belanja Gaji dan Tunjangan 
ASN 1.447.796.151 1.420.001.395,00 0 0,00 

Belanja Gaji Pokok ASN 1.080.994.600 1.061.655.600,00 0 0,00 

Belanja Gaji Pokok PNS 1.080.994.600 1.061.655.600,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan Keluarga 
ASN 130.880.976 126.957.530,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan Keluarga 
PNS 130.880.976 126.957.530,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan Jabatan 
ASN 147.850.000 145.690.000,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan Jabatan 
PNS 147.850.000 145.690.000,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan Fungsional 
Umum ASN 18.730.000 18.360.000,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan Fungsional 
Umum PNS 18.730.000 18.360.000,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan Beras ASN 65.829.780 63.946.860,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan Beras PNS 65.829.780 63.946.860,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan 
PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.500.217 3.381.303,00 0 0,00 

Belanja Tunjangan 
PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.500.217 3.381.303,00 0 0,00 

Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.578 10.102,00 0 0,00 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.578 10.102,00 0 0,00 

Belanja Tambahan Penghasilan 
ASN 764.646.600 748.630.100,00 0 0,00 

Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Beban Kerja ASN 764.646.600 748.630.100,00 0 0,00 

Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Beban Kerja PNS 764.646.600 748.630.100,00 0 0,00 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 370.640.483 332.750.251,00 0 0,00 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 75.558.593 66.938.257,00 0 0,00 



Belanja Barang dan Jasa 75.558.593 66.938.257,00 0 0,00 

Belanja Barang 75.558.593 66.938.257,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 75.558.593 66.938.257,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 49.521.464 42.926.970,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 26.037.129 24.011.287,00 0 0,00 

Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 28.859.080 25.734.240,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.905.260 5.827.500,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 22.953.820 19.906.740,00 0 0,00 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 31.410.000 30.890.031,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Jamuan Tamu 29.850.000 29.374.881,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Aktivitas Lapangan 1.560.000 1.515.150,00 0 0,00 

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 51.514.810 29.431.350,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.514.810 29.431.350,00 0 0,00 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 183.298.000 179.756.373,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 183.298.000 179.756.373,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 183.298.000 179.756.373,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 183.298.000 179.756.373,00 0 0,00 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 0 0,00 284.800.000 284.077.900,00 

Pengadaan Mebel 0 0,00 9.400.000 9.300.000,00 

Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 0 0,00 9.400.000 9.300.000,00 

Belanja Modal Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 0 0,00 9.400.000 9.300.000,00 

Belanja Modal Alat Kantor 0 0,00 9.400.000 9.300.000,00 

Belanja Modal Alat Kantor 
Lainnya 0 0,00 9.400.000 9.300.000,00 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 0 0,00 275.400.000 274.777.900,00 

Belanja Barang dan Jasa 0 0,00 0 0,00 

Belanja Barang 0 0,00 0 0,00 

Belanja Barang Tak Habis 
Pakai 0 0,00 0 0,00 

Belanja Komponen-Komponen 
Lainnya 0 0,00 0 0,00 

Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 0 0,00 275.400.000 274.777.900,00 

Belanja Modal Komputer 0 0,00 77.900.000 77.377.900,00 

Belanja Modal Peralatan 
Komputer 0 0,00 77.900.000 77.377.900,00 

Belanja Modal Peralatan 
Komputer Lainnya 0 0,00 77.900.000 77.377.900,00 

Belanja Modal Alat Eksplorasi 0 0,00 197.500.000 197.400.000,00 

Belanja Modal Alat Eksplorasi 
Geofisika 0 0,00 197.500.000 197.400.000,00 

Belanja Modal 
Elektronik/Electric 0 0,00 197.500.000 197.400.000,00 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0,00 0 0,00 

Belanja Barang dan Jasa 0 0,00 0 0,00 

Belanja Barang 0 0,00 0 0,00 



Belanja Barang Pakai Habis 0 0,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 0,00 0 0,00 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 320.304.560 304.313.986,00 0 0,00 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 1.160.000 1.160.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.160.000 1.160.000,00 0 0,00 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 51.946.560 42.851.986,00 0 0,00 

Belanja Jasa 51.946.560 42.851.986,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 51.946.560 42.851.986,00 0 0,00 

Belanja Tagihan Air 1.920.000 947.390,00 0 0,00 

Belanja Tagihan Listrik 29.986.560 29.986.560,00 0 0,00 

Belanja 
Kawat/Faksimili/Internet/TV 
Berlangganan 20.040.000 11.918.036,00 0 0,00 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 267.198.000 260.302.000,00 0 0,00 

Belanja Pegawai 102.890.000 100.790.000,00 0 0,00 

Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Pertimbangan 
Objektif Lainnya ASN 102.890.000 100.790.000,00 0 0,00 

Belanja Honorarium 102.890.000 100.790.000,00 0 0,00 

Belanja Honorarium 
Penanggungjawaban Pengelola 
Keuangan 102.890.000 100.790.000,00 0 0,00 

Belanja Barang dan Jasa 164.308.000 159.512.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa 164.308.000 159.512.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 164.308.000 159.512.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Pengelolaan BMD 
yang Tidak Menghasilkan 
Pendapatan 7.200.000 7.200.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Tenaga 
Administrasi 98.350.000 96.000.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Tenaga Operator 
Komputer 26.400.000 26.400.000,00 0 0,00 

Belanja Lembur 32.358.000 29.912.000,00 0 0,00 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 77.255.000 68.577.150,00 0 0,00 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.720.000 46.042.150,00 0 0,00 

Belanja Pemeliharaan 54.720.000 46.042.150,00 0 0,00 

Belanja Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin 54.720.000 46.042.150,00 0 0,00 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan-Alat Angkutan Darat 
Bermotor-Kendaraan Dinas 
Bermotor Perorangan 54.720.000 46.042.150,00 0 0,00 

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 22.535.000 22.535.000,00 0 0,00 

Belanja Pemeliharaan Alat 
Kantor dan Rumah Tangga-Alat 
Kantor-Alat Kantor Lainnya 22.535.000 22.535.000,00 0 0,00 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 0 0,00 0 0,00 

Belanja Pemeliharaan Gedung 
dan Bangunan 0 0,00 0 0,00 

Belanja Pemeliharaan 
Bangunan Gedung-Bangunan 
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor 0 0,00 0 0,00 

PROGRAM PENGUATAN 965.018.123 924.830.225,00 0 0,00 



IDEOLOGI PANCASILA DAN 
KARAKTER KEBANGSAAN 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 965.018.123 924.830.225,00 0 0,00 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 948.292.158 910.008.825,00 0 0,00 

Belanja Barang 600.723.158 590.486.825,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 600.723.158 590.486.825,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 2.597.880 1.663.550,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 3.309.074 3.006.435,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.871.204 71.933.140,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Perlengkapan 
Dinas 123.600.000 122.700.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 63.700.000 63.579.000,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 95.275.000 94.103.200,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Jamuan Tamu 209.850.000 205.231.500,00 0 0,00 

Belanja Pakaian Paskibraka 28.520.000 28.270.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa 255.176.000 231.940.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 160.877.000 137.641.000,00 0 0,00 

Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000 7.000.000,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 94.400.000 75.100.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Tata Rias 12.000.000 12.000.000,00 0 0,00 

Belanja Lembur 45.677.000 43.541.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Peralatan dan 
Mesin 84.299.000 84.299.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Kendaraan 
Bermotor Penumpang 0 0,00 0 0,00 

Belanja Sewa Alat Rumah 
Tangga Lainnya (Home Use) 49.499.000 49.499.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Peralatan Studio 
Audio 34.800.000 34.800.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Gedung dan 
Bangunan 10.000.000 10.000.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Bangunan 
Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000 10.000.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 32.393.000 29.182.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 32.393.000 29.182.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.768.000 28.132.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 2.625.000 1.050.000,00 0 0,00 

Belanja Uang dan/atau Jasa 
untuk Diberikan kepada Pihak 
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 60.000.000 58.400.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa yang Diberikan 
kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 60.000.000 58.400.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa yang Diberikan 
kepada Masyarakat 60.000.000 58.400.000,00 0 0,00 

Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ideologi Wawasan 16.725.965 14.821.400,00 0 0,00 



Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

Belanja Barang 9.055.965 8.102.400,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 9.055.965 8.102.400,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 1.365.132 1.361.400,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 1.377.515 810.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.913.318 1.663.000,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 4.400.000 4.268.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa 7.670.000 6.719.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 2.670.000 1.719.000,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 600.000 450.000,00 0 0,00 

Belanja Lembur 2.070.000 1.269.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Gedung dan 
Bangunan 5.000.000 5.000.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Bangunan 
Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 5.000.000,00 0 0,00 

PROGRAM PENINGKATAN 
PERAN PARTAI POLITIK DAN 
LEMBAGA PENDIDIKAN 
MELALUI PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN ETIKA 
SERTA BUDAYA POLITIK 13.463.031.134 13.454.388.154,00 0 0,00 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 13.463.031.134 13.454.388.154,00 0 0,00 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 115.495.721 112.070.900,00 0 0,00 

Belanja Barang 101.191.721 100.466.900,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 101.191.721 100.466.900,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 3.096.762 3.070.100,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 2.354.559 2.343.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.080.400 31.840.100,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 40.200.000 40.200.000,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 15.660.000 15.216.300,00 0 0,00 

Belanja Pakaian Dinas 
Lapangan (PDL) 7.800.000 7.797.400,00 0 0,00 

Belanja Jasa 12.804.000 10.104.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 12.804.000 10.104.000,00 0 0,00 



Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000 6.900.000,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 1.200.000 900.000,00 0 0,00 

Belanja Lembur 2.304.000 2.304.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Gedung dan 
Bangunan 0 0,00 0 0,00 

Belanja Sewa Bangunan 
Gedung Tempat Pertemuan 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000 1.500.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 1.500.000 1.500.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 1.500.000 1.500.000,00 0 0,00 

Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 13.347.535.413 13.342.317.254,00 0 0,00 

Belanja Barang 2.923.921 2.376.000,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 2.923.921 2.376.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 325.047 0,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 123.874 0,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000 0,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 2.400.000 2.376.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa 8.250.000 4.000.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 8.250.000 4.000.000,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 8.250.000 4.000.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 5.240.000 4.820.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 5.240.000 4.820.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000 1.220.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 3.600.000 3.600.000,00 0 0,00 

Belanja Hibah 13.331.121.492 13.331.121.254,00 0 0,00 

Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Pusat 12.480.000.000 12.480.000.000,00 0 0,00 

Belanja Hibah Uang kepada 
Pemerintah Pusat 12.480.000.000 12.480.000.000,00 0 0,00 

Belanja Hibah Uang kepada 
Pemerintah Pusat 12.480.000.000 12.480.000.000,00 0 0,00 

Belanja Hibah Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik 851.121.492 851.121.254,00 0 0,00 

Belanja Hibah Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik 851.121.492 851.121.254,00 0 0,00 

Belanja Hibah berupa Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik 851.121.492 851.121.254,00 0 0,00 

Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 0 0,00 0 0,00 



Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

Belanja Barang dan Jasa 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 0 0,00 0 0,00 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 152.849.672 124.356.940,00 0 0,00 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 152.849.672 124.356.940,00 0 0,00 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi Sengketa 
Ormas, Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di Daerah 147.808.847 119.886.300,00 0 0,00 

Belanja Barang 9.908.847 8.386.300,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 9.908.847 8.386.300,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 379.062 315.300,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 309.685 275.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.420.100 800.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 0,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 7.800.000 6.996.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa 2.900.000 1.500.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 2.900.000 1.500.000,00 0 0,00 

Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000 1.050.000,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 600.000 450.000,00 0 0,00 

Belanja Lembur 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0,00 0 0,00 

Belanja Hibah 135.000.000 110.000.000,00 0 0,00 

Belanja Hibah kepada Badan, 
Lembaga, Organisasi 
Kemasyarakatan yang 
Berbadan Hukum Indonesia 135.000.000 110.000.000,00 0 0,00 

Belanja Hibah kepada 
Organisasi Kemasyarakatan 
yang Berbadan Hukum 
Indonesia 135.000.000 110.000.000,00 0 0,00 

Belanja Hibah Uang kepada 
Organisasi Kemasyarakatan 
yang Berbadan Hukum 
Indonesia 135.000.000 110.000.000,00 0 0,00 

Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi Sengketa 
Ormas, Pengawasan Ormas 5.040.825 4.470.640,00 0 0,00 



dan Ormas Asing di Daerah 

Belanja Barang dan Jasa 5.040.825 4.470.640,00 0 0,00 

Belanja Barang 1.000.825 1.000.640,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 1.000.825 1.000.640,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 204.740 204.740,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 309.685 309.500,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 486.400 486.400,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 4.040.000 3.470.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 4.040.000 3.470.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.790.000 1.220.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 2.250.000 2.250.000,00 0 0,00 

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN EKONOMI, 
SOSIAL, DAN BUDAYA 73.999.489 69.039.201,00 0 0,00 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 73.999.489 69.039.201,00 0 0,00 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 63.645.881 60.545.701,00 0 0,00 

Belanja Barang 50.325.881 47.375.701,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 50.325.881 47.375.701,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 3.504.113 3.055.221,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 247.748 245.900,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.940.200 15.860.100,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 273.820 273.000,00 0 0,00 

Belanja Obat-Obatan-Obat-
Obatan Lainnya 17.500.000 15.240.000,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 12.860.000 12.701.480,00 0 0,00 

Belanja Jasa 9.450.000 9.450.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 7.950.000 7.950.000,00 0 0,00 

Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000 2.300.000,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 5.650.000 5.650.000,00 0 0,00 

Belanja Lembur 0 0,00 0 0,00 

Belanja Sewa Gedung dan 
Bangunan 1.500.000 1.500.000,00 0 0,00 

Belanja Sewa Bangunan 
Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000 1.500.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 3.870.000 3.720.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 3.870.000 3.720.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.870.000 3.720.000,00 0 0,00 

Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 10.353.608 8.493.500,00 0 0,00 



Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Belanja Barang 8.451.608 6.591.500,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 8.451.608 6.591.500,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 2.661.408 1.612.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.890.200 1.190.000,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 3.900.000 3.789.500,00 0 0,00 

Belanja Jasa 1.902.000 1.902.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 1.902.000 1.902.000,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 0 0,00 0 0,00 

Belanja Lembur 1.902.000 1.902.000,00 0 0,00 

PROGRAM PENINGKATAN 
KEWASPADAAN NASIONAL 
DAN PENINGKATAN 
KUALITAS DAN FASILITASI 
PENANGANAN KONFLIK 
SOSIAL 33.534.072 26.974.630,00 0 0,00 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 33.534.072 26.974.630,00 0 0,00 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 4.661.460 4.660.900,00 0 0,00 

Belanja Barang 911.460 910.900,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 911.460 910.900,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 307.586 307.100,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 123.874 123.800,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000 480.000,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 0 0,00 0 0,00 

Belanja Pakaian Dinas 
Lapangan (PDL) 0 0,00 0 0,00 

Belanja Pakaian Adat Daerah 0 0,00 0 0,00 

Belanja Pakaian Batik 
Tradisional 0 0,00 0 0,00 

Belanja Jasa 0 0,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 0 0,00 0 0,00 

Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia 0 0,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000 3.750.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 3.750.000 3.750.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 3.750.000 3.750.000,00 0 0,00 

Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 28.872.612 22.313.730,00 0 0,00 



Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

Belanja Barang 12.472.612 11.813.730,00 0 0,00 

Belanja Barang Pakai Habis 12.472.612 11.813.730,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 966.858 881.130,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 123.874 122.100,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.381.880 2.148.000,00 0 0,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 0,00 0 0,00 

Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 9.000.000 8.662.500,00 0 0,00 

Belanja Jasa 16.400.000 10.500.000,00 0 0,00 

Belanja Jasa Kantor 16.400.000 10.500.000,00 0 0,00 

Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000 9.900.000,00 0 0,00 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 800.000 600.000,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 0 0,00 0 0,00 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0,00 0 0,00 

Jumlah 17.684.723.197 17.487.396.062,00 284.800.000 284.077.900,00 



Dari Tabel di atas dapat dihitung Tingkat Efisiensi PenggunaanAnggaran sebagai 

berikut : 
 

Efsiensi = 17.969.523.197 – 17.771.473.962  x 100 % 

  17.969.523.197 

Efisiensi = 198.049.235   x 100 % 
  17.969.523.197 

Efisiensi = 1,10 %  

 

Dari Perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar sebesar  1.10 % . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.6  Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan 

Pencapaian Pernyataan Kinerja 

 

Secara umum pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sudah mencapai target kinerja 100 

% dalam arti Sasaran Strategis sudah memenuhi capaian kinerja istimewa. 

 

Hal ini tidak terlepas dari keterkaitan dengan program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan tahun 2023. 

 

Adapun program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja adalah: 

 

1 .  Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. 

 

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. 

 
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

 

4.. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya. 

 

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial. 

 

Sedangkan program yang menunjang kegagalan dalam pencapaian target 

kinerja boleh dikatakan tidak ada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB. IV 

 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar telah melaksanakan 

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 dengan Kategori Istimewa. Hal tersebut sesuai 

dengan tabel Pengukuran Capaian Kinerja dimana Interval Capaian Kinerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar berada pada rentang > 90 – 100 % pada akhir 

tahun anggaran dan dapat menyelesaikan 4 Isu – isu Strategis. 

 

Efisiensi penggunaan anggaran dari program dan kegiatan yang ada pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebesar 1.10 % . 

 

Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran Badan KesbangPol Kota 

Pematangsiantar termasuk sangat kurang efisien dalam arti kurang dapat mempergunakan 

anggaran terendah untuk mencapai keluaran yang maksimum. 

 

Secara garis besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mampu melaksanakan 

Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dengan baik , terlihat dari 

persentase rata- rata capaian kinerja Sasaran Strategis berada pada interval istimewa. 

 

4.2. SARAN. 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, berkomitmen tinggi untuk 

melaksanakan tugas dan amanat yang diemban sesuai dengan Visi-Misi Wali Kota 

Pematangsiantar, RPJMD dan Renstra. Dengan adanya anjuran efisiensi, Lembaga terus 

berinovasi dengan tujuan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu menjamin 

keamanan dan ketertiban wilayah dengan anggaran berbasis kinerja. 

 

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara 

umum, antara lain : 

 

a. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan Birokrasi, sehingga terwujud 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien dan 

akuntabel; 

 
b. Memberdayakan segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Pematang Siantar; 

 

c. Melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan Pemerintahan Daerah secara 

berkala; 

 

 



d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada 

semua Bidang secara berkala. 

 

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 
 

Politik Kota Pematang Siantar lebih baik dan akuntabel antara lain: 

 

a. Meningkatkan kualitas Perencanaan agar dokumen Perencanaan yang disusun 

dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan 

kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 
b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi 

peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun 

selanjutnya. 

 
c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan 

program / kegiatan. 

 
d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Pematangsiantar secara menyeluruh, efektif, dan efesien. 

 
e. Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Pematangsiantar. 

 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ 

evaluasi untuk penyusunan Kegiatan/Kinerja pada masa mendatang. 

 
 

 

Pematang Siantar,    Februari 2024 

 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR 

 
 

 

 

 

 

Ir. ALI AKBAR 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 196709231993031004 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 














































































